
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2012 SERI E.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan barang milik daerah sebagai salah satu
unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik,
benar dan akuntabilitas yang pada gilirannya dapat
mewujudkan tujuan dan fungsi terhadap pengelolaan barang
daerah dimaksud;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk
peningkatan transparasi, efesiensi dan efektifitas dalam
pengelolaan barang daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang
daerah, perlu diubah untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18, Seri D.11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah, diubah
sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua)
angka (Baru) yaitu angka 5a dan angka 5b serta diantara angka
34 dan angka 35 disisipkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka
34a dan angka 34b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

5a. Pengelola barang milik daerah adalah sekretaris daerah;

5b. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut
pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik
daerah;

34a.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya
terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal;

34b.Penilai internal adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh kuasa
Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara
independen, sedangkan penilai eksternal adalah penilai
selain penilai internal yang mempunyai izin praktek
penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang
diakui oleh Kementerian Keuangan;

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal (baru)
yaitu Pasal 1a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1a

(1a) Barang milik daerah, meliputi :
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang

sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah
berwenang dan bertanggung jawab :
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik daerah;
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b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
milik daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik  daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan,
dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah
disetujui oleh Bupati atau DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah; dan

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah.

4. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1(satu) ayat (baru) yaitu ayat (4)
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(4) Proses pelaksanaan sewa barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dikoordinasikan dengan camat setempat.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain
sepanjang menguntungkan daerah.

(2) Barang milik daerah yang akan disewakan kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
diumumkan secara terbuka.

(3) Barang milik daerah, berupa tanah dan/atau bangunan
yang disewakan kepada pihak lain dapat dilakukan dengan
cara lelang, kecuali yang akan disewakan untuk
Perusahaan Milik Daerah/Perusahaan Milik Pemerintah.

(4) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Penetapan formula besaran tarif sewa ditetapkan oleh
Bupati.

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian
yang sekurang-kurangnya memuat :
a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan

jangka waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(7) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan wajib
disetorkan secara brutto ke kas daerah.
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6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
dengan bentuk :
a. kerjasama pemanfaatan barang  milik daerah atas

tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh
pengguna barang kepada Bupati;

b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna
barang; dan

c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh
Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;

(3) dihapus

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan
yang diperlukan terhadap barang milik daerah
dimaksud;

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui
tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya
lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik
daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;

c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar
kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap
tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan;

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan
dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat
yang berwenang;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus
mendapat persetujuan pengelola barang;

f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau
menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek
kerjasama pemanfaatan; dan
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g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30
(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang.

(2) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan
pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas
barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan
infrastruktur tersebut dibawah ini :
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut,

sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan
stasiun kereta api;

b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran

pembawa air baku dan waduk/bendungan;
d. infrastruktur air minum meliputi bangunan

pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan
distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;

e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air
limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan
sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan
tempat pembuangan;

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan
telekomunikasi;

g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit,
transmisi, atau distribusi tenaga listrik; dan

h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi,
dan distribusi minyak dan gas bumi.

(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah
untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 50(lima puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik
daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai
berikut :
a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas

bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan/atau

b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas dimaksud.
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(2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD

(3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna
barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang
bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan
bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan
kepada Bupati.

(4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan
mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43

(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut
pemusnahan dilakukan apabila barang milik
negara/daerah dimaksud:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,

dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dengan
pertimbangan tidak layak secara ekonomis atau
mempunyai dampak berbahaya jika dipertahankan;
dan/atau;

b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a. pengguna barang dengan surat keputusan dari

pengelola barang setelah mendapat persetujuan
Bupati; dan/atau

b. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan
dilaporkan kepada pengelola barang.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45  berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 untuk :
a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih

dari Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila;
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a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan
milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian,
yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau
bangunan tersebut;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen
penganggaran, barang daerah yang dihapuskan adalah
bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk
dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru
di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan
alokasi anggaran yang telah disediakan dalam
dokumen penganggaran; dan

c. diperuntukan bagi pegawai negeri, tanah dan/atau
bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri adalah:
1) tanah dan/atau bangunan, yang merupakan

kategori rumah negara golongan III; dan/atau
2) tanah yang merupakan tanah kavling yang

menurut perencanaan awal pengadaannya untuk
pembangunan perumahan pegawai negeri.

d. diperuntukan bagi kepentingan umum, yaitu kegiatan
yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara,
masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau
kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang
kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum
antara lain sebagaiberikut :
1) jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air

minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan
air;

2) waduk, bendungan, dan bangunan pengairan
lainnya termasuk saluran irigasi;

3) rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan
masyarakat;

4) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau
terminal;

5) peribadatan;
6) pendidikan atau sekolah;
7) pasar umum;
8) fasilitas pemakaman umum;
9) fasilitas keselamatan umum, seperti : tanggul

penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain- lain
bencana;

10) pos dan telekomunikasi;
11) sarana olahraga;
12) stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana

pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
13) kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan

negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan
lembaga internasional di bawah naungan
Perserikatan Bangsa- Bangsa;

14) fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

15) rumah susun sederhana;
16) tempat pembuangan sampah;
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17) cagar alam dan cagar budaya;
18) pertamanan;
19) panti sosial; dan
20) pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak
layak secara ekonomis dan Barang milik daerah yang
ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-
undangan karena adanya keputusan pengadilan atau
penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa
memerlukan persetujuan DPR/DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ttd

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E.1


